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KATA PENGANTAR

Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi
terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan
melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik
yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan
pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin
setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain
bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data
BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan
konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi
statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan
informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data
statistik terpercaya untuk semua.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat
kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu
(PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan 4 Tahun 2025 mencakup
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi
Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami
berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja
pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk
perbaikan ke depan.

Gorontalo, 10 Januari 2026
PIt. Kepala BPS Provinsi Gorontalo
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1.1. Umum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan
kepada penyelenggara pelayanan publik, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS),
untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam pemenuhan hak dan
kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. BPS memiliki tugas dan
tanggung jawab memberi pelayanan melalui penyediaan data dan informasi
statistik. Tugas dan tanggung jawab ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Statistik.

BPS selalu berupaya menyediakan pelayanan data dan informasi statistik yang
berkualitas Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, BPS menyediakan
sarana Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang merupakan pelayanan satu pintu
atau one gate service dalam penyediaan data dan informasi statistik. Unit PST
tersedia di setiap satuan kerja, baik di BPS Pusat, BPS Provinsi, maupun BPS

Kabupaten/Kota.

Keberadaan Unit PST di BPS diharapkan mampu mempermudah konsumen dalam
mendapatkan pelayanan data dan informasi statistik. Pelayanan yang diberikan oleh
BPS dapat melalui tatap muka dengan datang langsung ke unit PST BPS; tanpa tatap
muka melalui media telepon, faksimile, dan surat; serta media daring (online)
melalui website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan

lainnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan
yang diberikan, perlu dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik. Hasil pemantauan tersebut dapat memberikan informasi mengenai aspek-
aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbarui sehingga peningkatan pelayanan
publik dapat tercapai. Pemantauan ini dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data
(SKD). SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD

dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (pilot project). Tahun
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2009 — 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS provinsi. Tahun 2011 -
2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014, pelaksanaan
SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. Dari sisi metode pengumpulan data,
pada tahun 2019 SKD dilaksanakan melalui CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing) untuk pertama kalinya. Dengan metode CAWI, responden melakukan

perekaman tanggapan/respons secara mandiri melalui aplikasi berbasis website.

1.2. Tujuan

Secara umum, tujuan SKD 2025 adalah mendapatkan persepsi konsumen tentang
kualitas pelayanan dan kualitas data BPS serta melakukan identifikasi kebutuhan
data konsumen. Hasil SKD 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk

peningkatan pelayanan serta kualitas data dan informasi statistik.

1.3. Penanggung Jawab dan Pelaksana

Penanggung jawab SKD 2025 pada satuan kerja (satker) BPS Pusat adalah Direktur
Diseminasi Statistik, pada BPS Provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, dan pada BPS
Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota. Masing-masing penanggung
jawab membentuk tim kerja pendataan SKD 2025 di masing-masing satkernya yang
mencakup:

1. Koordinator tim

2. Pemeriksa

3. Pencacah

Jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di
masing-masing satker mengingat pengumpulan data dapat dilakukan secara CAWI
atau PAPI. Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan, petugas pencacah harus
berbeda dengan petugas pemeriksa dan/atau koordinator tim. Namun, jika ada
keterbatasan jumlah SDM di masing-masing satker, maka petugas pemeriksa dan

koordinator tim dimungkinkan orang yang sama.



Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
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Gambar 1. Alur Koordinasi Pelaksanaan SKD 2025

Alur koordinasi pelaksanaan SKD 2025 disusun dengan tujuan agar (a) pengawasan
dan pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang
ditetapkan; (b) setiap pelaksana mengetahui dengan jelas mengenai tugas, tanggung

jawab, wewenang dan haknya masing-masing; dan (c) pelaksanaan SKD 2025 dapat

berjalan dengan baik.
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BAB 2
METODOLOGI







Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik
Terpadu (PST) pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia. Periode pengumpulan data adalah pada 1 Maret - 31 Desember 2025,
sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan adalah 1 Januari 2025

sampai dengan saat pencacahan.

2.1. Metode Pengambilan Sampel

SKD 2025 dilaksanakan dengan metode nonprobability sampling, yaitu
teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKD 2025 adalah konsumen yang
menerima layanan di unit PST BPS. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah quota sampling, yaitu suatu pengambilan sampel dari populasi yang
mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah
subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan.
Agar target sampel dapat terpenuhi, mekanisme pengambilan sampel
dilakukan dengan cara memilih sampel dari daftar konsumen yang menerima
layanan mulai 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31
Desember 2025). Daftar konsumen dapat diperoleh dari beberapa sumber, seperti:
1. Buku tamu PST (baik manual maupun online melalui pst.bps.go.id).
Pada wilayah yang menyediakan layanan kunjungan langsung, baik melalui PST
dan unit kerja lain (subject matter), semua konsumen tersebut dicakup dalam
daftar konsumen;

2. Pengguna website yang mengunduh publikasi;

3. Pengguna aplikasi Chat Us; dan

4. Pengguna aplikasi layanan statistik lainnya yang ada di masing-masing satker BPS.

Selain itu, sampel juga dapat berasal dari konsumen yang menerima layanan
secara online dan berpartisipasi secara mandiri dalam SKD 2025 dengan mengakses

link kuesioner yang tersedia pada layanan online.



2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di masing-masing sakter BPS dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu wawancara langsung kepada responden dan pendataan
mandiri (self-enumeration) atau swacacah oleh responden. Pengumpulan data
dengan metode wawancara langsung disarankan dilakukan pada pertanyaan Blok |
dan Blok 11l Kolom 1-10 VKD25. Namun, jika tidak memungkinkan untuk wawancara
(misal karena tidak bisa ditemui secara tatap muka atau telepon), maka
pengumpulan data dapat dilakukan melalui pendataan mandiri/swacacah dengan
cara responden diminta untuk mengisi kuesioner sendiri. Pendataan mandiri juga
dilakukan untuk pertanyaan persepsi kepentingan dan kepuasan responden
terhadap pelayanan dan data BPS yang ada pada Blok Il dan Blok Il Kolom 11 VKD25.

Moda pengumpulan data SKD 2025 melalui:

1. Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), yaitu pengumpulan data dengan
menggunakan aplikasi berbasis website. Dalam SKD 2025, penggunaan moda ini
dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu online-PST, online-email, dan online-link yang
akan dijelaskan pada Subbab 3.2.

2. Pencil-and-Paper Interviewing (PAPI), vyaitu pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner dalam bentuk media kertas (hardcopy). Penggunaan
moda PAPI diutamakan untuk wilayah yang terkendala sinyal, jaringan, atau
operasional teknologi di lapangan. Moda PAPI juga dapat digunakan untuk

konsumen yang datang langsung ke PST dan tidak bisa mengakses secara online.

2.3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan
dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa bentuk analisis deskriptif yang
digunakan adalah analisis tabulasi silang, analisis kesenjangan (gap analysis),
Importance and Performance Analysis (IPA), Indeks Kepuasan Konsumen (IKK),
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), dan
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
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Analisis Tabulasi Silang

Analisis tabulasi silang adalah analisis yang menggunakan tabel untuk
menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Perbedaan dan
persamaan antara dua atau lebih variabel dapat diidentifikasi dengan tabulasi

silang.
Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan atau gap analysis adalah analisis yang digunakan untuk
mengetahui kesenjangan antara harapan (tingkat kepentingan) terhadap
kinerja (tingkat kepuasan) dari pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan
yang bersangkutan. Pada analisis kesenjangan, harapan konsumen akan
dibandingkan dengan kinerja pelayanan yang diberikan (delivered) oleh unit
pelayanan. Nilai kesenjangan atau gap diperoleh dari selisih antara tingkat
kepuasan dan tingkat kepentingan pengguna layanan pada setiap rincian
pelayanan. Nilai kesenjangan dapat bernilai positif atau negatif. Gap positif
diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih besar dari tingkat kepentingan. Jika
nilai gap positif semakin besar, maka konsumen semakin puas. Nilai gap negatif
diperoleh apabila tingkat kepuasan lebih kecil dibanding tingkat kepentingan.

Jika nilai gap negatif semakin kecil, maka konsumen semakin tidak puas.
Importance and Performance Analysis (IPA)

Metode IPA dikenal pula dengan istilah analisis kuadran (quadrant analysis).
Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977). Tujuan
metode ini adalah mengukur hubungan antara persepsi konsumen dengan
prioritas peningkatan kualitas produk/jasa (Brandt, 2000 dan Latu, 2000). IPA
mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor
pelayanan yang sangat memengaruhi kepuasan dan peningkatan pelayanan
(improvement). IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai
bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis
yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

Dalam IPA terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu:
11
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1. Tingkat Kesesuaian

Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui seberapa
besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan. Tingkat
kesesuaian adalah hasil perbandingan tingkat kepuasan dan tingkat

kepentingan.

Tingkat kesesuaian dihitung menggunakan rumus berikut:

7K =X x100%

y
dengan:
TK = tingkat kesesuaian,
X  =rata-rata tingkat kepuasan,

y  =rata-rata tingkat kepentingan.

Kriteria penilaian tingkat kesesuaian adalah:
TK >100% : kinerja pelayanan melebihi harapan konsumen,
TK=100% : kinerja pelayanan sesuai harapan konsumen,

TK <100% : kinerja pelayanan belum sesuai harapan konsumen.

. Diagram cartesius

Diagram cartesius merupakan analisis yang digunakan untuk
menggambarkan hubungan antara tingkat kepentingan (importance) dan
tingkat kepuasan (performance). Pada Gambar 1.1, diagram cartesius dibagi
atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan
tegak lurus pada titik (x, ¥) dengan X adalah rata-rata tingkat kepuasan dan

y adalah rata-rata tingkat kepentingan.



Y

Tingkat t
kepentingan A B

Tingkatkan Kinerja Pertahankan Kinerja

C D

Priaritas Rendah Cenderung Berlebihan

+ X

Tingkat kepuasan

Gambar 1.1 Diagram Cartesius Importance and Performance Analysis

Masing-masing kuadran yang terbentuk memiliki makna yang berbeda.

e Kuadran A (high importance and low performance)

Kuadran A terletak di sebelah kiri atas atau kuadran “Tingkatkan Kinerja” yang
berarti bahwa prioritas utama dari suatu atribut pelayanan adalah peningkatan
kinerja (performance improvement). Kuadran ini memuat atribut pelayanan
yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi faktanya kinerja atribut
pelayanan tersebut belum sesuai dengan harapan para pengguna layanan.
Dengan kata lain, kinerja atribut pelayanan tersebut lebih rendah dari harapan
pengguna layanan terhadap atribut pelayanan tersebut.

Atribut pelayanan yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan
agar dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan.
Cara yang dapat dilakukan oleh penyedia layanan adalah perbaikan secara terus
menerus terhadap kinerja, sehingga performance dari atribut pelayanan yang

ada dalam kuadran ini akan meningkat.

e Kuadran B (high importance and high performance)
Kuadran B atau Kuadran “Pertahankan Kinerja” terletak di sebelah kanan atas,
yang memiliki arti bahwa kinerja suatu atribut pelayanan sudah dapat

memenuhi harapan pengguna layanan dan penyedia layanan harus berusaha
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24.

mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang
dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut pelayanan
dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna layanan, sehingga
tingkat kepuasannya relatif tinggi. Kinerja atribut pelayanan yang termasuk

dalam kuadran ini harus dipertahankan.

e Kuadran C (low importance and low performance)

Kuadran C terletak di sebelah kiri bawah atau disebut sebagai Kuadran “Prioritas
Rendah”. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting
oleh pengguna layanan dan faktanya kinerja atribut pelayanan tersebut tidak
terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja atribut pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini bukan
menjadi prioritas utama, sehingga dapat dipertimbangkan kembali karena
pengaruhnya terhadap manfaat vyang dirasakan oleh pemangku

kepentingan/pengguna layanan sangat kecil.

e KuadranD

Kuadran “cenderung berlebihan” terletak di sebelah kanan bawah mempunyai
arti kinerja yang berlebihan namun pengguna layanan menganggap kurang
penting. Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting
oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. Kinerja atribut pelayanan
dalam kuadran ini dapat dikurangi agar penyedia layanan dapat melakukan

penghematan sumber daya.

Cakupan Responden

Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit

PST BPS sejak 1 Januari 2025 sampai dengan akhir periode pengumpulan data (31

Desember 2025). Pelayanan yang diberikan dari Unit PST BPS dapat melalui tatap

muka yaitu konsumen datang langsung ke Unit PST BPS; tanpa tatap muka melalui

media telepon, faksimile, dan surat; atau melalui media daring (online) seperti

website BPS, aplikasi Allstats BPS, PST Online, e-mail, atau media layanan lainnya.
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Ketentuan responden SKD 2025 dapat dilihat pada Error! Reference source not

found.

2.5. Target Responden

Target responden SKD 2025 secara nasional sebanyak 16.930 orang. Jumlah
tersebut terbagi atas Unit PST BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota
(Tabel 1). Penghitungan jumlah sampel konsumen/responden minimum dilakukan

dengan formula berikut:

2 [—
mZ p(l2 p1
e r

dengan:

p = perkiraan proporsi kejadian terhadap target populasi (khusus kejadian yang
belum diketahui diperkirakan sebesar 0,5),

e = margin of error (toleransi kesalahan estimasi karena sampel yang diambil
tidak dapat mewakili populasinya). MoE tingkat provinsi ditentukan 12,35%
dan tingkat kabupaten/kota 19%.

r = toleransitingkat respons minimum

Tabel 1. Target Responden

Jumlah Target Responden  Target Responden

No. plevanlsl Unit PST per Unit (orang) (orang)
1. BPSPusat 1 150 150
2. BPSProvinsi 34 70 2.380
3.  BPS Kabupaten/Kota 491 30 14.730
Jumlah Responden 17.260

Kegiatan survei yang menggunakan metode non-probability sampling tidak
mensyaratkan adanya ukuran sampel minimum karena disesuaikan dengan
kebutuhan peneliti/pelaksana survei. Namun demikian, menurut beberapa
penelitian, ukuran sampel yang dikatakan cukup untuk survei dengan metode

sampling non-probability sampling adalah sebanyak 30 responden (Creswell, 2013,
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dan Saunders, 2016). Ukuran sampel yang dibutuhkan akan lebih besar seiring

dengan semakin heterogen keadaan populasinya (Saunders, 2016, dan Guest, et al,

2006). Hal ini juga terkait dengan semakin luas wilayah cakupan responden.

2.6. Variabel yang Dikumpulkan
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Variabel yang dikumpulkan pada SKD 2025 meliputi:
Keterangan Pencacahan
Blok I. Keterangan Responden, meliputi nama, e-mail, nomor handphone, jenis
kelamin, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pekerjaan utama, kategori
instansi/institusi, nama instansi/institusi, pemanfaatan utama hasil kunjungan
dan/atau akses layanan, jenis layanan yang digunakan, sarana yang digunakan
untuk memperoleh layanan BPS, dan pengaduan terkait Pelayanan Statistik
Terpadu (PST).
Blok Il. Kepuasan terhadap Pelayanan Data dan Informasi Statistik BPS,
mencakup 17 rincian kondisi pelayanan BPS, yaitu penilaian terhadap pelayanan
BPS terkait kesesuaian antara standar pelayanan dan yang diberikan kepada
konsumen; penilaian terkait aspek zona integritas; dan ukuran penilaian
konsumen untuk pengukuran indikator SDGs terkait pelayanan publik di BPS.
Blok lll. Kebutuhan Data, meliputi data yang dibutuhkan/ dikonsultasikan (jenis,
tahun, level, dan periode data), perolehan data, sumber data (jenis, judul, dan
tahun sumber data), penggunaan data yang diperoleh untuk perencanaan,
monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional/daerah, serta tingkat kepuasan
konsumen terhadap kualitas data.
Blok IV. Catatan, berisi informasi tentang catatan, saran, atau kritik demi
peningkatan kualitas layanan data, baik dari sisi petugas, ketersediaan

data/informasi, maupun sarana dan prasarana layanan.



2.7. Jadwal Kegiatan

Rangkaian pelaksanaan SKD 2025 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan SKD 2025

Kegiatan Waktu

Identifikasi Kebutuhan Data M2-M3 Desember 2024

M3 Desember 2024 — M1

P

erancangan Januari 2025
Implementasi Rancangan M1 — M4 Januari 2025
3.1 Briefing Petugas 15-16 Januari 2025

Pengumpulan Data

4.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB] Januari — Desember 2025

4.2 Survei Kebutuhan Data [SKD] Januari — Desember 2025

Pengolahan Data

M1 April 2025
M1 Juli 2025

M1 Oktober 2025
M1 Januari 2026

5.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]

5.2 Survei Kebutuhan Data [SKD] M1-M2 Januari 2026
. Analisis Data
M1 April 2025
M1 Juli 2025

6.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]
M1 Oktober 2025

M1 Januari 2026

6.2 Survei Kebutuhan Data [SKD] M2-M4 Januari 2026

Diseminasi Data

M2 April 2025
M2 Juli 2025

M2 Oktober 2025
M2 Januari 2026

7.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]

7.2 Survei Kebutuhan Data [SKD] M4 Januari 2026
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Kegiatan

Waktu

8. Evaluasi

8.1 Survei Kepuasan Masyarakat [KemenPANRB]

M2 — M3 Juli 2025
M2 — M3 Januari 2026

8.2 Survei Kebutuhan Data [SKD]

M3 — M4 Januari 2026
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3.1. Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan metode wawancara kepada responden
dilakukan menggunakan kuesioner VKD25 dalam bentuk hardcopy. Wawancara
dilakukan setelah responden selesai mendapatkan pelayanan. Selanjutnya,
responden diminta mengisi kuesioner secara mandiri untuk pertanyaan yang

berhubungan dengan persepsi, yaitu pada Blok Il dan Blok 11l Kolom 11.

3.2. Pengumpulan Data dengan Swacacah (Self-enumeration)

Pencacahan elektronik (online) merupakan pencacahan yang dilakukan
terhadap responden melalui aplikasi berbasis website, yaitu Aplikasi SKD2025.
Secara garis besar, ada tiga cara bagi responden dalam mengakses kuesioner VKD25
online, yaitu:

1. Online-Email, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui tautan (/ink)
yang diberikan via e-mail responden. Link ini bersifat unik untuk setiap
responden.

2. Online-PST, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui form entri
pada web browser komputer di unit PST.

3. Online-Link, yaitu akses masuk pengisian kuesioner VKD25 melalui link yang
terdapat pada aplikasi layanan statistik BPS (seperti: website BPS, aplikasi Allstats
BPS, PST Online, Sirusa, e-mail, maupun media layanan lainnya). Contoh: fitur

running text pada website BPS.
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3.3.

untuk memudahkan perekaman dan pemantauan jawaban responden terhadap

Aplikasi SKD 2025 merupakan aplikasi berbasis website (online) yang dibuat

Aplikasi SKD2025

pertanyaan dalam kuesioner SKD 2025.
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Pengolahan data hasil SKD2025 pada Triwulan 3 mencakup realisasi hasil
pengumpulan data dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan PST BPS
Provinsi Gorontalo. Hasil pengolahan data berupa jumlah, persentase, dan indeks

yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.

4.1 Tabulasi Data

Pengolahan data menggunakan tabel silang untuk menggambarkan
hubungan dua atau lebih variabel. Perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih
variable dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Dalam analisis data, tabulasi
silang akan memudahkan dalam memahami distribusi realisasi responden hasil

pengumpulan data.

4.2 Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan
konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit PST BPS. Dengan demikian,
IKK yang dihitung dalam SKD 2025 adalah IKK terhadap pelayanan PST BPS. IKK
terhadap pelayanan PST BPS diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang
skor tingkat kepuasan berdasarkan 12 atribut pertanyaan (variabel) yang terdapat

dalam Blok Il kuesioner VKD25.

Langkah-langkah penghitungan IKK sebagai berikut:
1. Menghitung Penimbang
Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan
masing-masing atribut pelayanan dengan jumlah rata-rata tingkat kepentingan
seluruh atribut pelayanan.

Rumus penimbang:

i=1yi
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w; = penimbang atribut pelayanan ke-i, lelwi =1
)_/l. = rata-rata tingkat kepentingan atribut pelayanan ke-i
[ =1,2,..,12

2. Menghitung Rata-Rata Tertimbang Skor Kepuasan (IKK’)

30

IKK’ diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan

berdasarkan 12 atribut pelayanan.

Rumus IKK’:
12 — 12
IKK =——— = w, —
i-1t =1

dengan fi = rata-rata tingkat kepuasan atribut pelayanan ke-i

Menghitung IKK
Penghitungan IKK" menghasilkan nilai yang berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen. IKK merupakan hasil konversi nilai IKK’

menggunakan rumus berikut:

IKK'

IKK =
Skala maksimum penilaian

IKK'
X 100 = —— x 100
10

Nilai IKK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

dikategorikan menjadi 4 sebagaimana dalam Tabel 1.1.



Tabel 1.1 Nilai Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Kinerja Unit Pelayanan
(1) (2)
25,00 - 64,99 Tidak baik
65,00 - 76,60 Kurang baik
76,61 - 88,30 Baik
88,31 - 100,0 Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik

4.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kualitas pelayanan yang
diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS.
Penghitungan IKM berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM
diperoleh dengan menghitung rata-rata tertimbang skor tingkat kepuasan
berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel) sebagaimana diatur dalam peraturan

tersebut yang terdapat dalam Blok Il kuesioner VKD25.

Tabel 1.2 Kesesuaian Atribut Pelayanan antara Kementerian PANRB dan BPS

Atribut Pelayanan

Survei Kepuasan

Kode Masyarakat [SKM} Kode Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
Kementerian PANRB
ul Kesesuaian Persyaratan R2 Persyaratan pelayanan yang

ditetapkan mudah
dipenuhi/disiapkan oleh konsumen.

U2 Prosedur Pelayanan R3 Prosedur/alur pelayanan yang
ditetapkan mudah diikuti/dilakukan.

u3 Kecepatan Pelayanan R4 | Jangka waktu penyelesaian
pelayanan yang diterima sesuai
dengan yang ditetapkan.

31



Atribut Pelayanan
Survei Kepuasan
Kode Masyarakat [SKM} Kode Survei Kebutuhan Data [SKD] BPS
Kementerian PANRB
U4 Kesesuaian/ Kewajaran R5 | Biaya pelayanan yang dibayarkan
Biaya sesuai dengan biaya yang
ditetapkan.

us Kesesuaian Pelayanan R6 Produ.k pelayanan yarlg d.i.terima
sesuai dengan yang dijanjikan.

U6 Kompetensi Petugas R10 | Petugas pelayanan dan/atau aplikasi
pelayanan online mampu
memberikan informasi yang jelas.

u7 Perilaku Petugas R9 Petugas pelayanan dan/atau aplikasi

Pelayanan pelayanan online merespon dengan
baik.

us Penanganan Pengaduan R12 | Proses penanganan pengaduan PST
mudah diketahui, jelas, dan tidak
berbelit-belit.

[Ditanyakan jika responden pernah
melakukan pengaduan]

U9 Kualitas Sarana dan R7 | Sarana dan prasarana pendukung

Prasarana pelayanan memberikan
kenyamanan.
R11 Keberadaan fasilitas pengaduan PST
mudah diketahui.

Nilai IKM digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS

dalam mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025.

Langkah-langkah penghitungan IKM sebagai berikut:

1. Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"

masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap

atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan

dengan rumus, sebagai berikut:
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Jumlah Bobot 1

Jumlah Atribut X

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

Jumlah Bobot 1

Bobot nilai rata — rata tertimbang = Jumlah Atribut =3= 0,11

Menghitung IKM

Penghitungan IKM menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan

rumus sebagai berikut:

Total Nilai Persepsi Per Atribut Pelayanan o )
IKM' = - ——x Nilai Penimbang
Total Atribut Pelayanan yang terisi

Untuk pelaporan IKM kepada Kementerian PANRB, nilai IKM dikonversi ke skala

maksimum 100, dengan rumus sebagai berikut:

_ IKM' y
~ Skala maksimum penilaian

IKM'
IKM 100 = TS x 100

Tabel 1.3  Nilai Kinerja Unit Pelayanan

JINE
\ ' - . _ e KINERJA
NILAI NILAI INTERVAL | NILAI INTERVAL PELAYANAN UNIT
PERSEPSI (N} KONVERSI (NIK) | =~ “" AN | pPELAYANAN
- - - —— - - - S— ._ ,.)', ———
1 1,00 - 2,5996 | 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2 2,60-3,064 |65,00- 76,60 c TAaNg
baik
3 3,0644 - 3,532 | 76,61 - 88,30 B Baik
Sangat
4 4 -4, 31 - 5
3,5324 -4,00 | 88,31 - 100,00 A 5
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4.4 Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode
KemenPANRB

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) merupakan ukuran kualitas pelayanan
yang diberikan oleh unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di
BPS. Penghitungan IPKP berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penghitungan IPKP sama dengan IKM vyaitu diperoleh dengan menghitung rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 9 atribut pertanyaan (variabel)
sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut yang terdapat dalam Blok Il kuesioner
VKD25. Nilai IPKP digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada
satuan kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Nilai IPKP dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menggunakan skala 4,
sehingga nilai IPKP menggunakan nilai IKM yang dikonversi ke skala maksimum 4,

dengan rumus sebagai berikut:

IKM
IPKP = —— X Skala maksimum penilaian = —— X 4
100 100

4.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk
memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti
korupsi pada pelayanan di PST BPS. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan
perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada

diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada
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praktik percaloan. Nilai IPAK diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata
tertimbang skor tingkat kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang

ada di Blok Il kuesioner VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1. Menghitung penimbang
Penimbang diperoleh dengan cara membagi rata-rata tingkat kepentingan
masing-masing atribut anti korupsi dengan jumlah rata-rata tingkat
kepentingan seluruh atribut anti korupsi.

Rumus penimbang:

Vi
5 _
XY

i=1

w; = x100%

dengan:
w; = penimbang atribut pelayanan ke-i, Zlewi =1
y; = rata-rata tingkat kepentingan atribut anti korupsi ke-i
i =1,2,3,4,5
2. Menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan (IPAK’)
IPAK’ diperoleh dengan cara menghitung rata-rata tertimbang skor kepuasan

berdasarkan 5 (lima) atribut anti korupsi.

Rumus IPAK’ :

— 5
' z:l'5=1Wl' X —
IPAK :5—=ZWL' X
z:i=1Wi i=1
dengan:

X; = rata-rata tingkat kepuasan atribut anti korupsi ke-i.
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3. Menghitung IPAK
Penghitungan IPAK’ menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi. IPAK

merupakan hasil konversi nilai IPAK" menggunakan rumus berikut:

IPAK IPAK'
IPAK = - —— x 100 = x 100
skala maksimum penilaian 10

Nilai IPAK semakin mendekati 100 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi

semakin diterapkan dengan sangat baik pada PST BPS.

4.6 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode
KemenPANRB

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indeks yang digunakan untuk
memperoleh gambaran persepsi atau penilaian konsumen terhadap perilaku anti
korupsi pada unit PST BPS sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di BPS.
Penghitungan IPAK berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas 2023 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai IPAK digunakan dalam pembangunan dan evaluasi Zona Integritas pada satuan
kerja BPS dalam mendukung program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam
memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap,
tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Nilai IPAK

diperoleh dengan melakukan penghitungan rata-rata tertimbang skor tingkat
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kepuasan berdasarkan 5 atribut anti korupsi (variabel) yang ada di Blok Il kuesioner

VKD2025.

Langkah-langkah penghitungan IPAK sebagai berikut:

1.

Menghitung Penimbang

Penimbang diperoleh dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"
masing-masing atribut pelayanan. Dalam penghitungan penimbang, setiap
atribut pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan

dengan rumus, sebagai berikut:
Jumlah Bobot 1

Jumlah Atribut X

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

dengan N = Bobot nilai per unsur

Sehingga nilai penimbang sebagai berikut

Jumlah Bobot 1
Jumlah Atribut 5

Bobot nilai rata — rata tertimbang = = 0,20

Menghitung IPAK
Penghitungan IPAK menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang
dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai Persepsi Per Atribut Perilaku

IPAK' = x Nilai Penimban
Total Atribut Perilaku yang terisi rat ! g

Penghitungan IPAK’ menghasilkan nilai berkisar antara 1 sampai 10 sesuai
dengan skala penilaian konsumen terhadap perilaku anti korupsi dalam
kuesioner VKD2025. Nilai IPAK dalam pelaksanaan evaluasi Zona Integritas
menggunakan skala 4, sehingga nilai IPAK’ dikonversi ke skala maksimum 4,

dengan rumus sebagai berikut:

IPAK'
X 4

IPAK = 10 X Skala maksimum penilaian =
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5.1. Realisasi Pengumpulan Data

PST BPS Provinsi Gorontalo memiliki target minimum jumlah responden yang harus
dipenuhi dengan periode data SKD2025 (Januari-Desember 2025) sebanyak 70
responden. Pelaksanaan SKD2025 pada triwulan 4 (Januari-Desember) Tahun 2025,
secara keseluruhan berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti
survei adalah 75 responden dari total target minimum tahunan sebanyak 70
responden dengan capaian realisasi sebesar 107,14 persen. Target tahunan

responden SKD2025 sudah terpenubhi di triwulan 4.

14, 19%

24, 32% = Capaian Responden
Triwulan 1

m Capaian Responden
Triwulan 2

m Capaian Responden
Triwulan 3

m Capaian Responden

52 29% Triwulan 4
R (o}

15, 20%

Gambar 8. Jumlah dan Persentase Responden Triwulan 1, 2, 3, dan 4
di PST BPS Provinsi Gorontalo

5.2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

5.2.1. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Metode BPS

Salah satu indikator yang dihasilkan dari SKD2025 adalah IKK. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi

Gorontalo dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IKK dihitung
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dari 12 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil
Triwulan 4 SKD2025, nilai IKK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo
sebesar 96,99. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi

Gorontalo termasuk dalam kategori Sangat Baik.

IKK TRIWULAN IV 96,99

IKK TRIWULAN Il

IKK TRIWULAN Il

IKK TRIWULAN |

50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Gambar 9. Indeks Kepuasan Konsumen Triwulan 1, 2, 3 dan 4
di PST BPS Provinsi Gorontalo

5.2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Metode KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IKM yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS dalam mendukung program Reformasi
Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB No. 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Indikator ini
mengukur seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST
BPS Provinsi Gorontalo. Nilai IKM dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan
menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan 4 SKD2025, nilai IKM terhadap
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pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo sebesar 96,93. Nilai ini menunjukkan bahwa
kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori Sangat

Baik.

IKM TRIWULAN IV

IKM TRIWULAN Il

IKM TRIWULAN I

IKM TRIWULAN |

50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Gambar 10. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 1, 2, 3, dan 4
di PST BPS Provinsi Gorontalo

5.2.3. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Metode
KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPKP yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi
Gorontalo. Nilai IPKP dihitung dari 9 atribut pelayanan dengan menggunakan skala

4. Berdasarkan hasil Triwulan 4 SKD2025, nilai IPKP terhadap pelayanan di PST BPS
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Provinsi Gorontalo sebesar 3,8772. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan

di PST BPS Provinsi Gorontalo termasuk dalam kategori Sangat Baik.

IPKP TRIWULAN IV

IPKP TRIWULAN I

IPKP TRIWULAN I

IPKP TRIWULAN |

Gambar 11. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan 1, 2, 3 dan 4
di PST BPS Provinsi Gorontalo

5.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

5.3.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode BPS

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator dapat digunakan untuk
menggambarkan persepsi konsumen terhadap perilaku anti korupsi pada pelayanan
di PST BPS dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Nilai IPAK dihitung
dari 5 atribut pelayanan dengan menggunakan skala 100. Berdasarkan hasil Triwulan
4 SKD2025, nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo sebesar
98,48. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa perilaku

anti korupsi semakin baik diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Gorontalo.
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IPAK TRIWULAN IV 98,48

IPAK TRIWULAN I

IPAK TRIWULAN Il

IPAK TRIWULAN |

50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

Gambar 12. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1, 2,3 dan 4
di PST BPS Provinsi Gorontalo

5.3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Metode
KemenPANRB

SKD2025 menghasilkan indikator IPAK yang digunakan dalam pembangunan dan
evaluasi Zona Integritas pada satuan kerja BPS dalam mendukung program
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021. Indikator ini mengukur
seberapa besar tingkat kepuasan konsumen terhadap terhadap perilaku anti korupsi
pada pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo. Nilai IPAK dihitung dari 5 atribut
pelayanan dengan menggunakan skala 4. Berdasarkan hasil Triwulan 4 SKD2025,
nilai IPAK terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo sebesar 3,94. Nilai IPAK
yang semakin mendekati angka 4 menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi semakin

baik diterapkan pada pelayanan PST BPS Provinsi Gorontalo.
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IPAK TRIWULAN IV

IPAK TRIWULAN Il

IPAK TRIWULAN Il

IPAK TRIWULAN |

1 2 3

Gambar 13. Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan 1, 2, 3 dan 4
di PST BPS Provinsi Gorontalo
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Pencapaian pengumpulan SKD2025 pada Juli-Desember 2025 dianalisis lebih
mendalam untuk memperoleh informasi atribut pelayanan yang perlu diperbaiki.
Informasi tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kesenjangan (gap

analysis) dan Importance and Performance Analysis (IPA).

6.1. Analisis Kesenjangan (gap analysis)

Analisis kesenjangan kepuasan konsumen dilakukan berdasarkan tingkat kepuasan
dan tingkat kepentingan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi
Gorontalo Tingkat kepentingan konsumen diukur untuk mengetahui seberapa besar
harapan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo. Setiap
konsumen belum tentu memiliki harapan yang sama tinggi atau memiliki tingkat
kepentingan yang sama besar terhadap suatu atribut pelayanan di PST BPS. Selain
itu, seberapa penting suatu atribut pelayanan bagi konsumen dapat memengaruhi
seberapa puas konsumen memberikan penilaian terhadap atribut pelayanan

tersebut.

Informoasi Pelayanan
1

Fasilitas Pengaduan Persyaratan

Informasi Petugas Prosedur

Jangka Waktu

Respon Petugas Penyelesaian

Akses Data Biaya

Sarana Prasarana Produk

Tingkat Kepentingan = Tingkat Kepuasan

Gambar 14.Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan
Responden BPS Provinsi Gorontalo Periode Juli-Desember 2025
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Diagram laba-laba (spider chart) pada Gambar 14 merepresentasikan tingkat
kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Gorontalo. Secara umum, kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo
cukup memenuhi harapan/ekspektasi konsumen. Hal ini dapat dilihat dari bentuk
lingkaran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan yang hampir beririsan. Secara
rinci, tingkat kepuasan, tingkat kepentingan, serta gap keduanya pada setiap atribut

pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo disajikan dalam Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, seluruh atribut pelayanan memiliki nilai gap positif. Artinya,
tingkat kepuasan konsumen lebih besar dibandingkan tingkat kepentingan terhadap

atribut pelayanan tersebut.

Tabel 3. Tingkat Kepuasan, Tingkat Kepentingan, dan Gap menurut Atribut
Pelayanan BPS Provinsi Gorontalo Periode Juli-Desember 2025

Atribut Pelayanan Kzi:f:saatn Ke:ienngtli(:;an Gap Kuadran

R1 Informasi Pelayanan 9,4872 9,7179 0,1944 C
R2 Persyaratan 9,5897 9,6923 0,1026 C
R3 Prosedur 9,4872 9,6154 0,1282
Re angka Waktu 9,5641 9,6410 0,0769 C

Penyelesaian
R5 Biaya 9,5897 9,7179 0,1282 C
R6 Produk 9,6923 9,7179 0,0256 A
R7 Sarana Prasarana 9,7179 9,7692 0,0513 B
R8  Akses Data 9,6667 9,7436 0,0769 B
R9 Respon Petugas 9,6923 9,7692 0,0769 B
R10 Informasi Petugas 9,6667 9,7949 0,1282 B
R11 Fasilitas Pengaduan 9,6154 9,7436 0,1282 B

Rata-Rata 9,6154 9,7203
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6.2. Importance and Performance Analysis (IPA)

Salah satu pendekatan dalam IPA adalah tingkat kesesuaian antara tingkat
kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Gorontalo Penghitungan tingkat kesesuaian digunakan untuk mengetahui
seberapa besar konsumen merasa puas terhadap kinerja pelayanan dibandingkan
dengan harapan/ ekspektasi konsumen tersebut. Nilai tingkat kesesuaian yang
semakin besar menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo
semakin memenuhi harapan/ekspektasi konsumen. Dengan kata lain, konsumen

semakin puas dengan pelayanan tersebut.

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan, penentuan prioritas perbaikan kinerja
atribut pelayanan perlu dilakukan. Penentuan prioritas dalam IPA dilakukan dengan
cara memetakan atribut pelayanan menggunakan diagram cartesius. Diagram
tersebut terdiri atas empat kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat
kepentingan (harapan) pada sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada

sumbu X. Hasil pemetaan 11 atribut pelayanan disajikan pada Gambar 15.

10,25
Kuadran A Kuadran B
10,00
[
O
2
£ 975 4 % 10
(0] [ ]
o . 2539 °
) PAR:
f [ 3K ) 11
(XO 9,50 [ ] [ ]
o) 3 1
<
'_
9,25
Kuadran C Kuadran D
9,00
9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00

Gambar 15. Importance and Performance Analysis (IPA) menurut Atribut
Pelayanan BPS Provinsi Gorontalo Periode Juli-Desember 2025
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Kuadran A berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan lebih dari rata-
rata, tetapi tingkat kepuasannya kurang dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut
pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama perbaikan. Hasil
SKD2025 menunjukkan bahwa atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo yang
menjadi prioritas utama perbaikan adalah produk pelayanan yang diterima sesuai

dengan yang dijanjikan (atribut 6).

Kuadran B berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan kepuasan
lebih dari rata-rata. Artinya, atribut pelayanan yang berada pada kuadran B telah
memenuhi harapan/ekspektasi konsumen sehingga kinerja atribut pelayanan
tersebut perlu dipertahankan. Atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo yang
perlu dipertahankan kinerjanya adalah:
a. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan memberikan kenyamanan
(atribut 7),
b. Data BPS mudah diakses melalui sarana utama yang digunakan (atribut 8),
c. Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online merespon dengan
baik (atribut 9),
d. Petugas pelayanan dan/atau aplikasi pelayanan online mampu memberikan
informasi yang jelas (atribut 10), dan

e. Keberadaan fasilitas pengaduan PST mudah diketahui (atribut 11).

Kuadran C berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan dan kepuasan
kurang dari rata-rata. Atribut pelayanan yang berada pada kuadran C perlu
diperbaiki tetapi dengan prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan atribut

pelayanan yang berada pada kuadran A.

Berdasarkan hasil SKD2025, atribut pelayanan yang harus diperbaiki dengan

prioritas rendah pada PST BPS Provinsi Gorontalo adalah:

a. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik

maupun non elektronik (atribut 1),
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b. Persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi/disiapkan oleh
konsumen (atribut 2).

c. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan (atribut
3).

d. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima sesuai dengan yang
ditetapkan (atribut 4).

e. Biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan

(atribut 5).

Kuadran D berisi atribut pelayanan yang memiliki tingkat kepentingan kurang dari
rata-rata dan tingkat kepuasan lebih dari rata-rata. Dengan kata lain, atribut
pelayanan pada kuadran D sudah melebihi harapan konsumen. Namun pada hasil
Triwulan 4 SKD2025 tidak ada atribut pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo yang

termasuk dalam kuadran D.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA), terlihat beberapa atribut
peayanan pada kuadran A dan kuadran C merupakan atribut yang perlu diperbaiki.
Oleh karena itu, perlu disusun rencana tindak lanjut perbaikan terhadap atribut
peayanan tersebut. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat
diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala
prioritas perbaikan atribut peayanan menggunakan hasil analisis kesenjangan (gap

analysis). Kerangka rencana tindak lanjut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKD BPS Provinsi Gorontalo Periode Juli-

Desember 2025
Waktu Penyelesaian
. . P
Atribut Pelayanan Program/Kegiatan Tahun 2026 el]:\r;’gag; ne
TW1 TW 2
Prioritas Perbaikan Utama
R6 Kesesuaian Sosialisasi kepada v Tim Metodologi
Produk pengguna layanan dan Informasi
Pelayanan terkait informasi Statistik BPS
produk pelayanan di Provinsi
PST BPS Provinsi Gorontalo
Gorontalo
Prioritas Perbaikan Rendah
R1 Informasi Sosialisasi kepada % Tim Metodologi
pelayanan pengguna layanan dan Informasi
tersedia terkait persyaratan Statistik BPS
pelayanan di PST BPS Provinsi
Provinsi Gorontalo Gorontalo
R2 Kemudahan Sosialisasi kepada v Tim Metodologi
Persyaratan pengguna layanan dan Informasi
Pelayanan terkait informasi Statistik BPS
produk pelayanan di Provinsi
PST BPS Provinsi Gorontalo
Gorontalo
R3 Kemudahan Sosialisasi kepada v Tim Metodologi
Prosedur pengguna layanan dan Informasi
terkait informasi Statistik BPS
prosedur pelayanan Provinsi
di PST BPS Provinsi Gorontalo
Gorontalo
R4 Kesesuaian Sosialisasi kepada v Tim Metodologi
Jangka Waktu pengguna layanan dan Informasi
Penyelesaian terkait jangka waktu Statistik BPS
penyelesaian layanan Provinsi
di PST BPS Provinsi Gorontalo
Gorontalo




Waktu Penyelesaian

Atribut Pelayanan Program/Kegiatan Tahun 2026 Per;anggl: ne
W1 | TW2 awa
R5 Kesesuaian Biaya | Sosialisasi kepada v Tim Metodologi
Pelayanan pengguna layanan dan Informasi
terkait biaya Statistik BPS
pelayanan di PST BPS Provinsi
Provinsi Gorontalo Gorontalo
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7.1 Kesimpulan

Pengumpulan data SKD 2025 dilaksanakan di Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
pada satker BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
SKD2025 mengalami perubahan metodologi yaitu periode pengumpulan data pada
1 Maret - 31 Desember 2025, sedangkan referensi waktu dari data yang dikumpulkan
adalah 1 Januari 2025 sampai dengan saat pencacahan. Perubahan ini untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan memenuhi berbagai

kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik pada PST BPS.

Laporan Survei Kebutuhan Data Triwulan 4 Tahun 2025 pada BPS Provinsi Gorontalo
menyajikan analisis hasil SKD2025 periode Oktober-Desember 2025 pada PST BPS
Provinsi Gorontalo. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diambil kesimpulan:

a. Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Provinsi Gorontalo secara keseluruhan
berjalan dengan baik. Total realisasi responden yang mengikuti survei adalah 75
responden dari total target minimum responden sebanyak 70 dengan capaian
realisasi sebesar 107,14%.

b. Dalam rangka pengukuran capaian indikator kinerja BPS Provinsi Gorontalo
sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis BPS Provinsi Gorontalo,
berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST BPS
Provinsi Gorontalo digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) terhadap pelayanan PST BPS Provinsi
Gorontalo.

Nilai IKK terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Gorontalo adalah 96,99. Artinya,
kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo masuk kategori sangat baik.
Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Gorontalo adalah 98,48. Artinya, perilaku
anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo.

c. Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk
mendukung program Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
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7.2.

Birokrasi 2020-2024, BPS menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk
memperoleh gambaran tingkat kepuasan pengguna terhadap pelayanan di PST
BPS Provinsi Gorontalo. Nilai IKM terhadap pelayanan PST BPS Provinsi
Gorontalo adalah 96,93. Artinya, kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi
Gorontalo masuk kategori sangat baik.

Dalam rangka pembangunan dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada BPS untuk
program Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, BPS menghitung Indeks
Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Gorontalo.

Nilai IPKP terhadap pelayanan PST BPS Provinsi Gorontalo adalah 96,93. Artinya,
kualitas pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo masuk kategori sangat baik.
Adapun Nilai IPAK PST BPS Provinsi Gorontalo adalah 98,48. Artinya, perilaku

anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan di PST BPS Provinsi Gorontalo.

Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan Kesimpulan di atas, beberapa saran perbaikan untuk peningkatan

kualitas penyelenggaraan SKD2025 dan pelayanan pada PST BPS Provinsi Gorontalo

sebagai berikut:

a.

b.
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Upaya pemantauan dan evaluasi pencapaian target responden dapat
dilakanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Variasi responden menurut karakteristik analisis data yang dibutuhkan lebih
diperhatikan agar tindak lanjut perbaikan kualitas pelayanan dapat

dilaksanakan secara tepat.



DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. 2013. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five
Approaches, Third Edition. California: SAGE Publications, Inc.

Guest, Greg, Arwen Bunce, & Laura Johnson. 2006. How Many Interviews Are
Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability. Field Methods,
Vol. 18, No. 1, 59-82.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 99 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Saunders, Mark, Philip Lewis, & Adrian Thornhill. 2016. Research Methods for
Business Students — Seventh edition. London: Pearson Education Limited.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

61






&

S

LAMPIRAN

I






Rid
OXS UeBupuadiy JUn RAURY LEPUNDD URD VERRRIVERD Lot Ueyag ngloedeg Buek Kiep enwas ungrl Buef WD R Ul
UGS S4E W URYOEID $I0T OX5 UNye: denss win ereas W Yo e yeh uEp 500¢ Unye eped unyeuesyep ey ewelsd OXS

.

S48 hepd dep e | ey Buapy 5
wep 540 () ewesn elouy jojewpy) uredmuad INyERaSuayy
‘EEIU0PY| YRS 545 elay venjes Busew- Sursew eped 154 3un P

Lampiran 1. Kuesioner VKD25

‘S SPUPARRd Uep MEp SEpENy GRPEYSY J W esdun igmaluayy 7
oy 400 eymngp urh elep auef myesiuay 1
AMUD LRGSO (NS WIS KA0SE IR (SRLLCII D SRR UemPRALRE N usunied

segpeny weifieuad yniun (rEnees ueyeq elieg AEOnBD OF5 IBEH USWNTUOY K1) URMINGEY SENYNLAD| TLIOS ‘SH8 EeR SEeny uip

szyyeny B mun veningag Bueh pns Y207 unue) (OXS) TIRG URYRINGSY AN
gzgh W, Ty any Pt ap ! S 1Y ey !
[T ViVG NVHNLNE3IN [3AENS ORI reb
I N —

S

65




et ¥
D T "y AERIOS Ay sengeRias D T VO NIOT T
t- u VR el ey £ 1- iy e
mw- —} v ! u har)
”“ - (AP W0 Bl Ydvsieun) 10 ewty .- esevsan
.- oy oy - vy merday
& 4% TINGY [ S48 W sogomsl 2385 TP WY URT Yoy - AN/ NE eriay
t SO ISH) A NPE0SL WIREE UnekeRy S AR P S 5 WAL N
1- Rrrsdun) Riap (18] Npetaag yosaen wnieheiey wun urmundy el nice 11 t- Uy g gl i e
1- ey ey rama e g
L WREE Wby P oy
o RIS B
|53 Sl Mngay, Wped ERGe Yo vy
L WANNIS WIS VAW, TIALSiN FIRG ey W vogaeR DGO WY e
1 S0 SO RN WOGOMGS 105 LD VON URT UXoE T faono veneeey
- eyenadiag ueyruny Rk wruste i O 1 L T Bnd Ihaues ey ppung
Asvopreny copstusd ot EY (00 Mmmeay ¢ oapoyoed opod pafn iy angany s - seed vy
T werdinay
1 - vy Sy
s ) vheany
Uy BT ey g,
£ Ry MO0WOS MBS YRS e — 5 » SOV 100N
t- T —— urieheg saigr meriop welunkim
& gy e | Ay el T an arjrueuay § _ _
-~y
_ T e _ _ LU
ey i ' iy © iy
Lol TEUN] NOfuag
] [ [ ety ot e ey
BN T My WA e ey S LT W YT W S8, ey
‘Ng S:‘h .!-il’l"”ll..l_l!.:l..:
Lt AN LA Tt N e N
ViVG NVYHALNEN 13ANNS -

S &6 _m‘li_.

66



ot/6[8L]9 s |v[ele]|T] [ot/6/8[s[9]s vielelT] ‘ueueAe|ad wejep ueojeasad yipjesd epe yepi|
[oT[6[8[Z[9[S[P[E[C]T] [oT[6[8 L[99S v [eElT]T] ‘ueueAe|ad wejep (1/8und) sei| uesnSund epe yepi
ot/6 8]9S |v[elz|T] [ot/6/8[s[9]Ss|vielT]T] ‘1sey|111e48 ueewauad epe yepi|
[ ] [ot/6[8[ZT9/Ss[v elC][T] [T ] [or]6l8lZ[9 s v ielc]T] ‘ueueAe|ad uedueinday/inpasoud Jen| Ip ueueAe|ad epe yepi|
[oT[6[8[Z[9[S [P [E[C]T] [oT[6[8[Z[9[S ¥ [E[C[T] ‘ueueAe|ad weep ISeulwISIP BPE Yepl]
[
“M[99-1[2943q epn uep ‘sejaf ‘Inyerayip yepnw 1S4 uenpesduad ueuedueuad sasold
s LL ) busisllsfs PIELE]T] (T apoysaq £1¥1g) ubnpobuad unynypjaw youiad uapuodsai oxif uny ia
(prro8:sdq@bysdq jow-a ‘p1rod-sdq uenpeduad//:sd1ay aysqam ‘uenpeduad uep ueles 3e10y :4ojuod)
[ ] [ot[6[8[s[9Ts[v[elT[T] [ [ ] [ot][e[8[z]9lS[v[el[T[T] ‘I

INye1dyIp yepnw 1Sd uenpeduad sejljise} ueepesaqa)
] [ot[6[8[Z[9S|v]elT]T] [T ] (ot]6]8]L[9][S[v €lc]T] ‘se|af SueA 1sew.ojul ueyaquiaw ndwew aujjuo ueueAejad iseyjide neje/uep ueueAejad sedniad
[ot]/6[812[9]Ss[v[elT]T] [T 1] [ot[6[8[Z[9[S[¥velT][T] jleq ueduap uodsasaw aujuo ueueAejad iseyiide neje/uep ueueAejad sesniad
‘(zT uepuly T Yo|g 1ensas)

ot/ 6|8 ]9 /Ss|v|efT]T N :
[Or[E[8TL] EARNRARS r[6[8[ZISTST¥ETCIT] :ueyeun3ip SueA eweln eueJeS IN[R[3W SISYEIP YEPNW SJg BI1RQ
[oT[6[8[Z[9[S[P[E[T]T] [T ] [ot[6]8[L[9[S[¥v[€[C]T] ‘ueueweAusy ueyLRqwaw ueueAe|ad Sunynpuad eueseseld uep eueses
o176 (8129 s v[elT]T] [T ] [or]6l8lZ[9s v elc]T] ‘ueyifuefip SueA ue3usp lensas ewsalp SueA ueueAelad ynpoid
[oT[6[8[Z[9[S[P[E[T[T] I ] [ot[6[8[L[9[S[¥v[€[Cc][T] ‘ueyde1aip SueA eAeiq ueSuap lensas ueyieAeqip SueA ueueAelad eAeirg
[ot/6 (8129 s[v[elT]T] [T 1] [ot]e[81L]9S[VvlelT]T] ‘ueydela1lp SueA ueuap lensas ewua1lp SueA ueueAejad uelessjaAuad npjem eySuer
[oT[6[8[Z]9[S[v[E[C[T] [oT[6[8[Z]9[S[Vv [E[C]T] ‘uexme|ip/nnyp yepnw uesdelanp Bued ueuehe|ad unje/inpasoid
[ot/6 8]9S |v[elT]T] [T ] Jotfel[8]L]9]S[vlelT]T] ‘uswnsuoy yajo ueydelsip/iynuadip yepnw ueydelalip SueA ueueAejad uejeseAsiad
0176819 s v[elT]T] [T ] [otfe[81ZJ9S[VvlelT]T] )1UOJ|3|3 UOU UNdnew %1UoJ1y3|e eIpSW INjejawW e1pasial lul ueueAe| 1iun eped ueueAe|ad Isewloju|

uesenday 1exj8uiL _ ueSunuaday) 1exy8uiL ueueAe|ad Isipuoy]
sond/buijuad 1pbuns sond yopi3/ bunpuad yopi1 306ups

TL 6 7 8 7 L 7 9 7 S 7 14 7 € 7 4 7 T 7 ny1Iaq eeys 1ensas Yijid edepnes SueA ey3ue 1eysur

¢Iny14aq ueueAejad depeyua) esepnes uesenda)) 3ex)Sun uep ueueAejad ueSunuada)) 1exySun euewieSeq ‘esepnes jedepuad InINUSIN

Sdg )1Isnels Isew.oyu| uep eyeq ueuehe|ad depeysal uesenday °|| jo|g

67




uee ‘g ueuenmiL 9 ueunyey e8i] ‘g
uengsuin g UEIRISBWDS °G ueunye; ewr -z npiAIpu| -9 uelewesdy 15UIN0Id T
ueyingas) eAuuret ‘o1 ueuejng ‘£ ueunyel 'y ueunyej ynjndas T “* ueyIngas) eAuute '/ ueyeln|ay/esaq ‘s ej05/ustedngey ¢ JeuoiseN ‘T
(5) wojoy eyep apousad apoy @ () wojoy eep |2n3] apoy «
@ (o) (6) (8) (2] (9) (S) () (€) @ (3]
[ JepiL;
= eA S 2315Gam 1p [39eL IIP-
Py eleq 1se|ndeL 010y 1p ynpnp poday -
éyessep/jeuoiseu quipr Isuinold Sdg 1SqaM - 1035193 1IM undodyyog
ueunguequiad 0s3q 43d pjsauopu] p13d -|c_ |ensia ead|y-  yajosadip winjag D30y Ip UpySIW Ynpnpuad asDIUISIAY -
(T 053q 1SU330d OLYIIN bIOG -|7- OoIN B3eQ€- yajosadip yepiy (;B¥ed | eied ejeq 1010g DID6BUA| DSNN [SUIAOIG 013D IUID -
senj P F
sond Jpbubs sond yopi1 10bups “Supoyuow ‘ueeuesuasad eleq Dybuy Wp|pQ IqUID[ ISUINOId ~|T- 1sexljgnd|z- 1ensas Yepll ‘BAl gpopiag  [ana] unyey :JOSIN
[or[e6[8[c]ofs[v[ € [z[T] )njun ueyeunsip aoguing oS 1 1Bnsas ‘ep A P yeAe|im enasaq
1u1 ezep yeyedy unyej ejeq s3quing [npnf ejeq 13quing siuar éyajosadip (2) wojoy uers; tensas ejep uepury
ejeq seyjeny pnee yepns (s)
depeyJay uesenda) 1ex8ulL ‘€ ‘7 T 9poIaq eleq Jaquing - (2) wojoy eped a/ a SueA ejeq
8 UBDUIY | 0|8 BYIf R - y )
(z neje T apo3aq (9) wojoy) yajoladip yepns erep exil isiq elep yexedy ON

INas.a) eyep Suisew-Suisew depeysal uesenday| 1e35un B1IBS Sdg MEP UBISEINSUOYIp/uB)YNINgIp SueA ejep-elep leuaSuaw ISewIOyul UBSINL

(9T ‘8 ‘v ‘2 T 2POY N3es yeles Isliaq TT UBIOULY | 30]g) Y1AsIeIs uelelda) Isepuawiosal ulejds uexeunsip SueA ueuede| sjuafl exifisia
eje@ ueyningay ‘lil joig

68



